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ABSTRAK

PENERAPAN GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE PADA
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA

Oleh
YUNIKA ISTIQOMAH

Sampah masih menjadi permasalahan serius yang terus dihadapi sampai sekarang
di Indonesia. Namun, pengelolaan sampah di Indonesia masih memiliki sejumlah
tantangan. Good environmental Governance adalah paradigma baru di bidang
lingkungan hidup untuk menciptakan adanya tata kelola lingkungan yang lebih
baik, termasuk pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan
dan menganalisis penerapan prinsip Good Environmental Governance pada
kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia serta faktor yang menentukan
keberhasilan dan kegagalan dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode berupa scoping review. Teknik pengumpulan
data dalam penelitian yaitu studi kepustakaan. Hasil review dari 33 artikel yang
digunakan menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Environmental
Governance pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia baik
secara nasional maupun daerah masih belum optimal diterapkan yaitu aturan
hukum yang belum cukup dan efektif mengatasi permasalahan sampah, partisipasi
masyarakat yang rendah, dan kendala akses informasi. Adapun faktor penghambat
penerapan prinsip-prinsip Good Environmental Governance yaitu regulasi yang
belum berjalan maksimal, kurangnya kesadaran masyarakat, sarana/prasarana
yang kurang memadai, serta sumber daya manusia yang masih sedikit. Sementara
faktor yang mendukung keberhasilan penerapan prinsip ini yaitu peran serta
pekerja sosial dalam meningkatkan modal sosial dan kompetensi SDM yang baik.
Peneliti merekomendasikan agar pemerintah memperkuat peraturan dengan sanksi
tegas, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi,
mendorong partisipasi dengan program insentif dan kampanye digital,
memanfaatkan teknologi dan aplikasi untuk transparansi informasi, serta
melibatkan sektor swasta melalui skema CSR guna mendukung pengelolaan
sampah yang lebih efektif.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Good Environmental Governance, Kebijakan



ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE TO
WASTE MANAGEMENT POLICIES IN INDONESIA

By
YUNIKA ISTIQOMAH

Waste is still a serious problem that continues to be faced until now in Indonesia.
However, waste management in Indonesia still has a number of challenges. Good
environmental governance is a new paradigm in the field of the environment to
create better environmental governance, including waste management. This study
aims to map and analyze the application of Good Environmental Governance
principles to waste management policies in Indonesia as well as the factors that
determine the success and failure of its implementation. This study uses a
qualitative approach with a method in the form of a scoping review. The data
collection technique in the research is a literature study. The results of the review
of the 33 articles used show that the application of Good Environmental
Governance principles in the implementation of waste management policies in
Indonesia, both nationally and regionally, is still not optimally implemented,
namely insufficient and effective legal rules to overcome waste problems, low
community participation, and obstacles to access to information. The factors that
hinder the implementation of the principles of Good Environmental Governance
are regulations that have not run optimally, lack of public awareness, inadequate
facilities/infrastructure, and still few human resources. Meanwhile, the factors
that support the successful implementation of this principle are the participation
of social workers in increasing social capital and good human resource
competence. The researcher recommends that the government strengthen
regulations with strict sanctions, increase public awareness through socialization
and education, encourage participation with incentive programs and digital
campaigns, utilize technology and applications for information transparency, and
engage the private sector through CSR schemes to support more effective waste
management.

Keywords: Waste Management, Good Environmental Governance, Policy
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MOTIO

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah, 94: 5-6)

“When life gets you down, you know what you gotta do? Just keep swimming.”

(Dory from Finding Nemo)

“Slow progress is still progress.”

(Unknown)

“Bayangkan jika kita tidak menyerah. Tantangan apa pun dari Ayah atau dunia
kita lewati, kita ikuti, kita nikmati.”
(Baskara Putra/Hindia)
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sampah masih menjadi permasalahan serius yang terus dihadapi sampai sekarang
di banyak belahan dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan informasi yang
dilansir oleh National Geographic Indonesia, negara Tiongkok, Indonesia,
Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka termasuk dalam daftar negara dengan penghasil
sampah terburuk di dunia (Widyaningrum, 2020). Permasalahan mengenai
sampah memiliki andil yang cukup besar terhadap lingkungan jika melihat
dampak yang ditimbulkan. Kerusakan lingkungan, bencana banjir, kesehatan

masyarakat, hingga perubahan iklim dapat disebabkan oleh sampah.

Isu mengenai lingkungan hidup, terutama sampah melekat di dalam kehidupan
masyarakat seiring dengan tingginya aktivitas sosial ekonomi yang dilakukan
masyarakat. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat dan jumlahnya yang
besar menyebabkan peningkatan volume sampah. Hal tersebut dikarenakan
adanya peningkatan terhadap kebutuhan masyarakat yang kemudian berimplikasi
kepada peningkatan volume sampah yang berasal dari sisa-sisa produksi,
konsumsi, dan aktivitas sebagainya (Kahfi, 2017). Selain itu, pola konsumsi
masyarakat turut andil terhadap munculnya jenis sampah yang makin bervariasi

seperti sampah kemasan yang sulit terurai dan berbahaya.
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Gambar 1. Data Timbulan Sampah di Indonesia

(Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 2019-2022, diolah)

Gambar 1 menunjukkan jumlah timbulan sampah yang ada di Indonesia
cenderung mengalami peningkatan, terutama pada rentang tahun 2020-2022. Pada
tahun 2020, meski mengalami penurunan jumlah dari tahun sebelumnya dari 28
juta ton menjadi 27 juta ton, namun kembali meningkat di tahun-tahun berikutnya.
Peningkatan paling banyak terjadi pada tahun 2022 yang mencapai angka 36 juta
ton sampah. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa jumlah timbulan sampah di

Indonesia selama rentang waktu empat tahun terakhir terus bertambabh.

Berdasarkan data timbulan sampah di atas yang begitu banyak bahkan cenderung
terjadi peningkatan di setiap tahunnya, maka perlu dilakukan penanganan yang
serius terhadap sampah-sampah tersebut. Sampah yang tidak ditangani dengan
baik dapat mencemari lingkungan, menyebabkan bau tidak sedap, dan
meningkatkan risiko berbagai penyakit (Sholihah & Hariyanto, 2020). Akan
tetapi, kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif sampah masih sangat
rendah. Masyarakat cenderung masih membuang sampah sembarangan, termasuk
ke sungai, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Tak hanya sampah rumah
tangga, sampah berupa limbah industri dari pabrik-pabrik pun kerap dibuang ke
sungai sehingga menimbulkan pencemaran. Permasalahan sampah di Indonesia
menjadi sangat tinggi karena minimnya perhatian dari masyarakat mengenai

dampak dari membuang sampah di sungai (Hasrina & Yarmaliza, 2022).



Suatu negara dapat dianggap berada di arah berkelanjutan jika dapat
mempertahankan standar dari kehidupannya tanpa menghabiskan sumber daya
alamnya atau merusak lingkungan, misalnya dengan mencemari atau tidak
mengelola sampah dengan baik (Pirlea ef al., 2023). Pengelolaan sampah kini
menjadi isu terkait lingkungan yang penting untuk diperhatikan, terutama pada
kota-kota besar yang jumlah penduduknya padat seperti di negara berkembang.
Pengelolaan sampah dilakukan sebagai upaya untuk menghindari dampak buruk

dari adanya sampah.

Dalam rangka mengatasi permasalahan sampah yang akan berdampak pada
rusaknya lingkungan maupun dampak negatif lainnya seperti kesehatan
masyarakat, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait
pengelolaan sampah. Salah satunya yaitu yang menjadi dasar hukum dalam
melakukan pengelolaan sampah di Indonesia. Undang-undang Nomor 18 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur kebijakan utama terkait pengelolaan
sampah yang terpadu dan menyeluruh. Undang-undang ini menghormati hak dan
kewajiban masyarakat, serta menetapkan tugas dan wewenang pemerintah dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan sampah di Indonesia memiliki
sejumlah tantangan. Pertama, masalah pertumbuhan populasi yang berujung pada
peningkatan volume sampah secara signifikan. Kedua, kesadaran masyarakat
masih kurang terkait pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Ketiga,
infrastruktur dalam pengelolaan sampah yang kurang memadai ditambah masih
kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Pelaksanaan pengelolaan sampah di Indonesia sendiri pada tahun 2023 capaian
sampah yang terkelola sebesar 66.5% dari total timbulan sampah yang dihasilkan
yaitu 17.441.415,28 ton sampah. Sementara sisanya masih belum terkelola.
Kemudian, penanganan terhadap sampah yang dilakukan baru sebesar 50.5%
dengan jumlah sampah yang berkurang sebesar 16% (Sistem Informasi

Pengelolaan Sampah Nasional, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sholihah & Hariyanto (2020),

regulasi sampah di Indonesia masih lemah yang kemudian memengaruhi



partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah. Selain itu,
pengelolaan sampah di Indonesia masih cenderung memakai paradigma yang
lama yaitu 3P (Pengumpulan, Pengangkutan, Pembuangan) atau sistem end pipe
solution dimana pada akhirnya sampah hanya menumpuk di Tempat Pembuangan
Akhir (TPA). Masyarakat dalam hal ini tidak mengolah sampahnya sendiri,
melainkan hanya mengumpulkannya kemudian sampah tersebut diangkut oleh
petugas. Pada kasus lain, masyarakat justru membuang sampah yang
dihasilkannya sembarangan. Selain karena sanksi yang kurang tegas, sarana yang
kurang menjadi penyebab masyarakat akhirnya membuang sampah sembarangan
yang kemudian menjadi kebiasaan (Putra, et al., 2016). Menurut Chaerul et al
(2007), salah satu permasalahan pada pelaksanaan pengelolaan sampah di
Indonesia adalah dasar hukum atau regulasi yang kurang tegas (Mahyudin, 2017).
Meskipun demikian, pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat sudah
banyak dilakukan melalui pengadaan program bank sampah untuk meningkatkan

terlibatnya masyarakat dalam mengelola sampah.

Dengan adanya sejumlah tantangan tersebut, pengelolaan sampah menjadi hal
yang serius bagi Indonesia sebagai negara dengan populasi yang banyak ditambah
dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah sampah dalam
beberapa tahun terakhir yang dihasilkan oleh masyarakat dan industri berdampak
pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Namun, pengelolaan sampah di
Indonesia masith belum menerapkan metode dan teknik yang berwawasan
lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan

kesehatan masyarakat (Ramadany, 2023).

Salah satu konsep dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkembang saat ini
yaitu Good Environmental Governance, di mana konsep tersebut sudah mulai
diterapkan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk
menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Menurut World Bank dalam Belbase,
Good Environmental Governance merupakan kegiatan dengan tujuan untuk
mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sekaligus
melindungi kualitas lingkungan (Belbase, 2010). Penerapan Good Environmental
Governance terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia akan

meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Hal tersebut karena Good



Environmental Governance menekankan transparansi, partisipasi publik,
akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan
lingkungan. Dalam konteks pengelolaan sampah, Good Environmental
Governance  dapat membantu memastikan bahwa  kebijakan  yang
diimplementasikan mencakup pendekatan holistik, melibatkan partisipasi
masyarakat, dan memastikan adanya pertanggungjawaban dalam semua tingkatan

pemerintahan.

Good Environmental Governance merupakan paradigma baru dalam bidang
lingkungan hidup untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih baik. Tata
kelola lingkungan hidup merupakan kerangka konseptual untuk mengatur perilaku
masyarakat dengan orientasi ekologis. Kerangka ini menghubungkan masyarakat
dengan akses layanan lingkungan hidup dan pemanfaatan barang yang terikat oleh
etika lingkungan hidup (Purniawati et al, 2020). Good Environmental
Governance yang baik merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan
pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan dan perlindungan kualitas
lingkungan hidup. Hal ini memerlukan adanya transparansi dalam kebijakan,
sistem kelembagaan, dan program terkait lingkungan hidup yang melibatkan
peran serta masyarakat baik dalam proses perumusan maupun pelaksanaan

kebijakan.

Di Kenya, khususnya Nairobi sebagai ibu kota Kenya pengelolaan sampah dapat
ditingkatkan melalui tata kelola lingkungan yang baik atau Good Environmental
Governance yang efektif diimplementasikan pada kebijakan pengelolaan sampah.
Peran penting dari konsep tersebut pada kebijakan pengelolaan sampah dalam
kasus ini menekankan pada peningkatan kapasitas dan finansial yang dikelola
secara hati-hati pada kelembagaan. Masyarakat juga setuju bahwa terdapat
manfaat dari adanya environmental governance. Melalui environmental
governance, kelembagaan maupun kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan
sampah dapat ditingkatkan. Hal tersebut dapat diterapkan di kota lain untuk
memastikan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan berdasarkan pada

peran dari environmental governance (Ogutu et al., 2019).



Indonesia sendiri sudah menerapkan prinsip-prinsip Good Environmental
Governance pada pengelolaan sampah, terutama di kota-kota besar. Beberapa
prinsip sudah berjalan baik, namun masih terdapat prinsip yang sebaliknya belum
berjalan baik. Dalam penelitian Nugroho, et al. (2023), masih terdapat prinsip
dalam penerapan prinsip-prinsip Good Environmental Governance pada
pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung yang belum berjalan dengan baik.
Prinsip aturan hukum belum berjalan dengan baik karena di masyarakat masih
terjadi pelanggaran-pelanggaran. Selain itu, penindakan secara tegas dari
pemerintah untuk menangani pelanggaran tersebut sesuai peraturan yang berlaku.
Aturan hukum yang belum berjalan optimal juga menjadi kendala dalam
diterapkannya prinsip Good Environmental Governance pada pengelolaan sampah
di Kota Surabaya. Dalam penerapannya masih ditemukan sejumlah kendala di
antaranya prinsip aturan hukum berupa sanksi yang belum secara menyeluruh
diterapkan, belum maksimalnya pelaksanaan pengelolaan sampah oleh lembaga
dan institusi, serta belum transparannya pengelolaan anggaran dalam

persampahan (Herryani & Arifin, 2023).

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk
mengidentifikasi dan menggali lebih dalam mengenai penerapan prinsip-prinsip
Good Environmental Governance dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan
sampah. Sehingga judul penelitian ini yakni “Penerapan Good Environmental

Governance Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang ada sebagai

berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip Good Environmental Governance pada
kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia?

2. Apa faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan
prinsip Good Environmental Governance pada kebijakan pengelolaan sampah

di Indonesia?



1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1.

Memetakan dan menganalisis penerapan prinsip Good Environmental
Governance pada kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia.

Menganalisis faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam
penerapan prinsip Good Environmental Governance pada kebijakan

pengelolaan sampah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri atas manfaat yang sifatnya teoritis dan praktis

sebagai berikut:

1.

Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumber literatur untuk
pengembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya yang terkait dengan
penerapan prinsip Good Environmental Governance pada kebijakan
pengelolaan sampah di Indonesia.

Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau
rekomendasi bagi pihak terkait seperti pemerintah, LSM, dan swasta yang
terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Indonesia. Kemudian bagi
masyarakat dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan mengenai

pengelolaan sampah.

1.5. Batasan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada ruang lingkup pembahasan mengenai penerapan

prinsip-prinsip dalam konsep Good Environmental Governance pada kebijakan

pengelolaan sampah yang ada di Indonesia dalam rentang waktu lima tahun

terakhir yaitu tahun 2019-2023 yang ditetapkan berdasarkan literatur yang relevan

dengan rumusan masalah penelitian.



I1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Kebijakan

Kebijakan (policy) adalah ketetapan prinsip untuk memberikan arah kepada suatu
tindakan secara sistematis dan konsisten untuk mencapai tujuan. Menurut William
N. Dunn (1994), kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan yang
berhubungan, dibuat oleh pejabat pemerintah atau lembaga yang memiliki
keterkaitan tugas pemerintahan seperti pendidikan, kesejahteraan masyarakat,
kesehatan, pertahanan, keamanan, energi, kriminalitas, dan lainnya (Pasolong,
2019). Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengelolaan sampah juga termasuk

ke dalam satu dari banyak hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah seperti yang dikatakan oleh Dye
(dalam Pasolong, 2019) bahwa kebijakan publik diartikan sebagai tindakan
pemerintah baik apa yang dilakukan dan tidak dilakukan. Tindakan tersebut
merupakan sebuah tujuan yang legal dan sah sebagai kebijakan publik karena di
dalamnya mengandung legitimasi dari lembaga pemerintah. Pada lingkup yang
membutuhkan interaksi bersama antara negara dan warga, kebijakan publik dibuat

untuk mengambil keputusan terhadap masalah yang berkembang di masyarakat.

Kebijakan publik memiliki tingkatan-tingkatan. Menurut Lembaga Administrasi
Negara atau LAN (1997) (dalam Anggara, 2014) kebijakan publik memiliki

tingkatan sebagai berikut:

1. Lingkup Nasional
a. Kebijakan Nasional
Kebijakan nasional yaitu kebijakan yang dalam pencapaian tujuan
nasional sifatnya fundamental dan strategis seperti yang dicantumkan di

dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Bentuk kebijakan



nasional berupa UUD, Ketetapan MPR, Undang-undang (UU), dan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU).

Kebijakan Umum

Kebijakan umum yaitu kebijakan Presiden sebagai pelaksanaan dari
UUD, TAP MPR, dan UU dalam rangka mencapai tujuan nasional.
Kebijakan umum berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden
(KEPPRES), dan Instruksi Presiden (INPRES).

Kebijakan Pelaksanaan

Kebijakan pelaksanaan yaitu penjabaran kebijakan umum sebagai strategi
dalam pelaksanaan tugas pada bidang tertentu yang merupakan
wewenang menteri atau pejabat setingkat menteri dan pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen (LPND). Kebijakan pelaksanaan berbentuk

Peraturan, Keputusan, Instruksi Pejabat tertentu.

2. Lingkup Wilayah Daerah

a.

Kebijakan Umum

Kebijakan umum pada lingkup daerah yaitu kebijakan oleh Pemerintah

Daerah sebagai pelaksanaan dari asas desentralisasi untuk mengatur

urusan Rumah Tangga Daerah. Kebijakan umum di lingkup daerah

berupa Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Kebijakan Pelaksanaan

Kebijakan pelaksanaan pada lingkup daerah berupa Keputusan Kepala

Daerah dan Instruksi Kepala Daerah, atau Keputusan Kepala Wilayah

dan Instruksi Kepala Wilayah. Kebijakan pelaksanaan di lingkup daerah

dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Kebijakan pelaksanaan dalam rangka desentralisasi, yaitu realisasi
pelaksanaan PERDA.

2. Kebijakan pelaksanaan dalam wupaya dekonsentrasi, yaitu
pelaksanaan kebijakan nasional di daerah.

3. Kebijakan pelaksanaan dalam rangka tugas pembantuan, yaitu
pelaksanaan tugas Pemerintah Pusat di daerah yang diselenggarakan

oleh Pemerintah Daerah.
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Pengaturan tentang pengelolaan sampah di Indonesia diatur baik melalui
peraturan tingkat pusat maupun daerah. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan
perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah, yaitu Undang-Undang No.
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah. Kemudian, terdapat beberapa peraturan di tingkat daerah
yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah baik kabupaten atau kota. Berikut
peraturan-peraturan terkait pengelolaan sampah yang secara nasional berlaku di

Indonesia (SIPSN, 2024):

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah
Spesifik

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah

7. P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan
Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

8. Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada
Bank Sampah

Dasar hukum pengelolaan sampah sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 18
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan undang-undang tersebut,
setiap orang memiliki kewajiban dan hak dalam pengelolaan sampah. Saat ini,
pengelolaan sampah dilakukan dengan fokus terhadap pengelolaan sampah. Tidak
hanya terhadap pengelolaan sampah, namun juga terhadap pengurangan sampah.

Substansi terpenting pada pengelolaan sampah berdasarkan landasan hukum
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tersebut yaitu semua pemerintah baik kabupaten/kota harus mengubah sistem

yang awalnya pembuangan sampah menjadi sistem pengelolaan sampah.

Salah satu kebijakan operasional dari UU No. 18 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sampah yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen-LH)
No. 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle
melalui Bank Sampah. Bank Sampah adalah salah satu program dalam
pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
pengelolaan sampah. Permen-LH No. 13 Tahun 2012 adalah perwujudan dari
pasal 7 dalam UU No. 18 Tahun 2008 di mana pemerintah memiliki kewenangan
untuk menetapkan kebijakan serta strategi nasional mengenai pengelolaan
sampah. Kemudian, di dalamnya juga memberikan rincian pelaksanaan pasal
dalam UU No. 18 Tahun 2008. Permen-LH Nomor 13 Tahun 2012 memberikan
rincian mengenai persyaratan, mekanisme kerja, pelaksanaan, dan pelaksana bank

sampabh.

2.1.1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah proses pendistribusian keluaran kebijakan (policy output)
oleh pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran guna mencapai tujuan
kebijakan yang telah ditetapkan (Tresiana & Duadji, 2017). Prinsip implementasi
kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan dapat
dilakukan dengan langsung mengimplementasikannya berupa program atau lewat
formulasi kebijakan turunan dari kebijakan yang akan diimplementasikan.
Kebijakan diwujudkan melalui program, kemudian dijabarkan menjadi proyek,
dan direalisasikan dalam bentuk kegiatan. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh
pemerintah, masyarakat, atau melalui kolaborasi antara keduanya. Program,
proyek, dan kegiatan tersebut merupakan komponen integral dari proses
implementasi kebijakan, yang memiliki tujuan mencapai sasaran yang

sebelumnya telah ditetapkan (Nugroho, 2017).

Proses implementasi kebijakan digambarkan sebagai proses untuk mencapai

tujuan dan sasaran kebijakan. Dalam rangka mencapai hal tersebut diperlukan
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policy input, seperti misalnya anggaran. Kemudian, anggaran yang berasal dari
pemerintah tersebut akan dikonversi sebagai keluaran kebijakan atau policy
output. Policy output adalah instrumen kebijakan yang digunakan untuk mencapai
tujuan kebijakan melalui kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang bertugas
mengimplementasikan kebijakan, contohnya berupa pelayanan kesehatan gratis,
hibah kepada masyarakat, subsidi, dan lainnya. Sebelum kegiatan menyampaikan
policy output dilakukan kepada kelompok sasaran, penyampaian informasi berupa
sosialisasi atau konsultasi publik dilakukan terlebih dulu. Informasi meliputi
tujuan kebijakan, manfaat, stakeholder yang terlibat, dan mekanisme kebijakan
atau program. Setelah itu, dilakukan kegiatan menyampaikan policy output
(delivery activities) kepada kelompok sasaran. Serangkaian hal tersebut yang

kemudian dipahami sebagai implementasi kebijakan (Tresiana & Duadji, 2017).

Terdapat beberapa model dalam implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut

(Nugroho, 2017):

1. Model Van Meter dan Van Horn
Model ini dikenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Implementasi
kebijakan menurut model ini menyatakan bahwasanya implementasi kebijakan
secara linear berjalan dari kebijakan publik, implementor, kemudian kinerja
kebijakan publik. Dalam model ini, kebijakan publik dipengaruhi oleh variabel
di antaranya:
a. Aktivitas implementasi dan komunikasi yang dilakukan antar organisasi
b. Karakteristik pelaksana atau implementor
c. Kondisi politik, sosial, dan ekonomi
d. Kecenderungan (disposisi) pelaksana atau implementor

2. Model Mazmanian dan Sabatier
Model ini dikembangkan oleh Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Implementasi
kebijakan menurut model ini yaitu upaya untuk melaksanakan keputusan suatu
kebijakan. Model implementasi ini disebut sebagai model kerangka analisis
implementasi (a framework for implementation analysis). Proses implementasi

berdasarkan model ini dikelompokkan sebagai berikut:
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Variabel independen

Variabel ini mencakup kemudahan atau kesulitan dalam mengendalikan
masalah, yang terkait dengan indikator seperti aspek teoretis dan teknis
pelaksanaan, keberagaman objek, serta jenis perubahan yang diinginkan.
Variabel intervening

Variabel intervening mencakup kemampuan kebijakan  untuk
menstrukturkan proses implementasi, yang diukur melalui indikator seperti
tujuan yang jelas dan konsisten, penerapan teori kausal, alokasi sumber
dana yang tepat, hierarki antar lembaga pelaksana terpadu, keberadaan
aturan pelaksana, rekrutmen pejabat pelaksana, serta terbuka dengan pihak
luar. Selain itu, terdapat variabel eksternal yang memengaruhi proses
implementasi, meliputi faktor sosial ekonomi dan teknologi, dukungan dari
publik, sikap dan sumber daya dari konstituen, dukungan dari pejabat yang
lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan pejabat pelaksana.
Variabel dependen

Variabel dependen merujuk kepada tahap-tahap proses implementasi, yang
terdiri dari lima tahap utama: (1) pemahaman lembaga atau badan
pelaksana yang tercermin dalam penyusunan kebijakan pelaksana; (2)
kepatuhan dari objek kebijakan; (3) pencapaian hasil nyata; (4)
penerimaan terhadap hasil tersebut; serta (5) langkah terakhir yang
mengarah kepada perbaikan kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan,

atau bahkan perubahan mendasar terhadap keseluruhan kebijakan.

3. Model Hoodwood dan Gun

Model ini didasari oleh konsep mengenai manajemen strategis yang cenderung

mengarah pada praktik manajemen. Menurut model yang dikemukakan oleh

Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun, dalam implementasi kebijakan

memerlukan sejumlah syarat, yaitu:

a.

Jaminan berupa kondisi eksternal lembaga atau badan pelaksana tidak
menimbulkan masalah besar.

Apakah sumber daya yang memadai, termasuk ketersediaan waktu
mendukung pelaksanaan kebijakan.

Apakah kombinasi sumber daya yang dibutuhkan tersedia.
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d. Apakah kebijakan yang diimplementasikan benar-benar efektif dalam
menyelesaikan masalah yang ingin diatasi.

e. Berapa banyak hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang terbentuk.

f.  Apakah hubungan ketergantungan tergolong kecil, karena implementasi
tidak dapat berjalan dengan efektif bila tingkat hubungan ketergantungan
tinggi.

g. Kesepakatan dan pemahaman mendalam yang jelas mengenai tujuan.

h. Tugas-tugas sudah dengan jelas terinci dan diurutkan dengan tepat
sehingga implementasi kebijakan menjadi efektif.

i.  Koordinasi dan komunikasi yang baik.

j.  Pihak yang berwenang dapat menuntut dan memastikan kepatuhan yang
penuh.

. Model Grindle
Model implementasi kebijakan oleh Grindle melihat implementasi dari isi
kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan yang dimaksud
mencakup: kepentingan yang terpengaruh kebijakan, manfaat yang didapatkan,
derajat perubahan, kedudukan dari pembuat kebijakan, pelaksana program,
sumber daya yang digunakan. Sementara yang termasuk konteks implementasi
yaitu: strategi, kepentingan, dan kekuasaan aktor yang terlibat dalam
implementasi; karakteristik dari lembaga dan penguasa; serta kepatuhan dan
daya tanggap.

. Model Edward III

Menurut model Edward 111, agar implementasi kebijakan menjadi efektif, perlu

memperhatikan empat hal penting, yaitu sebagai berikut:

a. Komunikasi
Komunikasi berkaitan dengan cara mengkomunikasikan kebijakan yang
ada terhadap organisasi maupun publik serta tanggapan dari pihak yang
terlibat di dalamnya.

b. Sumber daya
Hal ini berkaitan dengan tersedianya sumber daya sebagai pendukung
implementasi, terutama sumber daya manusia (SDM) dalam hal kecakapan

pelaksana kebijakan.
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c. Disposisi atau sikap
Disposisi berkaitan dengan kesediaan para pelaksana kebijakan untuk
melaksanakan kebijakan publik yang ada.

d. Struktur birokrasi
Struktur birokrasi berkaitan dengan adanya kesesuaian organisasi birokrasi

sebagai penyelenggara dari implementasi kebijakan.

2.1.2. Aktor Implementasi Kebijakan Publik

Pelaksanaan implementasi melibatkan berbagai aktor. Aktor-aktor tersebut dapat
berasal dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Pelaksana kebijakan diawali
oleh pemerintah atau aktor negara sebagai agen eksekutif, akan tetapi terdapat

empat aktor dalam implementasi kebijakan di antaranya (Nugroho, 2017):

1. Pemerintah
Implementasi yang dilaksanakan terhadap kebijakan seperti pertahanan,
keamanan, penegakan keadilan, dan lainnya yang serupa.

2. Pemerintah (pelaku utama) dan masyarakat (pelaku pendamping)
Kebijakan yang diimplementasikan yaitu misalnya pelayanan Kartu Keluarga
atau KTP di mana jaringan kerja non-pemerintah yang berada pada level
masyarakat terlibat.

3. Masyarakat (pelaku utama) dan pemerintah (pelaku pendamping)
Kebijakan yang diimplementasikan dalam hal ini berupa pelayanan publik
oleh masyarakat dengan keterlibatan pemerintah dalam hal subsidi seperti
yayasan, panti sosial, atau sekolah yang non-pemerintah.

4. Masyarakat
Kebijakan yang termasuk seperti kebijakan pengembangan ekonomi lewat

kegiatan bisnis yang dilakukan masyarakat.

Aktor implementasi kebijakan juga dijelaskan menurut Anderson serta Lester &

Stewart (dalam Kusumanegara, 2010) yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:
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Birokrasi

Birokrasi umumnya dilihat sebagai pelaku administrasi yang paling
bertanggung jawab di dalam implementasi kebijakan. Birokrasi memiliki
wewenang besar dalam lingkup implementasi kebijakan dikarenakan
mendapatkan mandat dari lembaga legislatif. Setelah Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden melakukan legitimasi terhadap
undang-undang, kemudian akan diambil alih oleh birokrasi baik dari pusat
sampai daerah untuk melakukan implementasi.

Badan Legislatif

Badan atau lembaga legislatif terlibat sebagai aktor dalam implementasi
kebijakan karena ikut serta dalam menentukan berbagai peraturan atau
kebijakan. Upaya memperluas fungsi dari lembaga legislatif di dalam
implementasi kebijakan penting dikarenakan tujuan kebijakan bisa tidak
tercapai bila terdapat penyimpangan oleh birokrasi.

Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan adalah lembaga yudikatif yang mengurus hukum publik.
Tetapi, lembaga ini bisa terlibat dalam implementasi kebijakan saat terdapat
tuntutan dari masyarakat terhadap implementasi dari kebijakan yang
merugikan dan termasuk perkara hukum. Menurut Anderson (dalam
Kusumanegara, 2010), beberapa pelaksanaan kebijakan publik dilakukan
melalui tindakan yudisial, seperti misalnya hukum yang mengatur mengenai
masalah kriminalitas. Bagian penting dari peranan lembaga peradilan yaitu
pengaruhnya dalam melakukan interpretasi undang-undang, peraturan-
peraturan, dan kewenangan dalam melakukan tinjauan terhadap kebijakan
administrasi yang sedang atau pun sudah dilaksanakan.

Kelompok Kepentingan atau Penekan

Kelompok kepentingan atau penekan (pressure groups) terlibat dalam
implementasi karena adanya kebebasan mengambil keputusan (diskresi) yang
dilakukan birokrasi. Maka, banyak kelompok penekan di tengah masyarakat
berusaha untuk memengaruhi implementasi kebijakan atau regulasi yang ada.
Hal tersebut bertujuan agar mereka mendapatkan keuntungan atau manfaat

dari adanya implementasi dari program tertentu. Selain diskresi, tidak
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leluasanya aparat administrasi dalam melakukan kebijakan membuat banyak
kelompok kepentingan mengunjukkan aspirasi mereka.

Organisasi Komunitas

Organisasi komunitas sering kali memiliki keterlibatan dalam implementasi
kebijakan. Terdapat banyak program yang dirancang untuk mendukung
kebijakan politik yang berorientasi pada pembangunan masyarakat. Dalam
pelaksanaannya, baik secara individu maupun kelompok, masyarakat secara

otomatis terlibat sebagai objek maupun subjek dari program tersebut.

2.2. Tinjauan Tentang Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan sisa dari kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang

berbentuk padat berupa zat organik atau anorganik yang sifatnya dapat terurai

maupun tidak dan dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan
(UU No. 18 Tahun 2008). Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah, sampah yang dikelola terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1.

Sampah rumah tangga

Sampah rumah tangga yaitu sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari
yang dilakukan pada level rumah tangga. Namun, tinja dan sampah spesifik
lainnya tidak termasuk ke dalam sampah rumah tangga.

Sampah sejenis sampah rumah tangga

Sampah sejenis sampah rumah tangga merupakan sampah dengan asal dari
kawasan khusus maupun komersial, industri, fasilitas umum dan sosial, serta
fasilitas lain.

Sampah spesifik

Sampah jenis ini adalah sampah yang di dalamnya terkandung bahan-bahan
yang berbahaya dan racun, sampah akibat terjadinya bencana, sisa puing-
puing bangunan, sampah yang tidak bisa diolah, serta yang munculnya tidak

berkala.

Sumber timbulan sampah beragam, di antaranya berasal dari rumah tangga, pasar,

kantor, bangunan publik, industri, dan jalan. Pesatnya pertumbuhan dan
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perkembangan jumlah penduduk khususnya di perkotaan, berbanding lurus
dengan meluasnya daerah pemukiman dan menjadi semakin padat. Meningkatnya
aktivitas yang terjadi mengakibatkan sampah bertambah. Selain itu, jumlah
timbulan sampah juga dipengaruhi oleh sistem yang digunakan dalam pengelolaan
sampah, keadaan geografis, musim, pola kebiasaan, teknologi, dan tingkat sosial-

ekonomi (Ambina, 2019).

Pengelolaan sampah menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan
berkesinambungan yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah.
Pengurangan sampah mencakup kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur
ulang, dan pemanfaatan kembali. Sementara itu, penanganan sampah melibatkan
kegiatan pemilahan, yaitu pengelompokan dan pemisahan sampah berdasarkan
jenis, jumlah, dan sifatnya. Beragam faktor seperti perkembangan teknologi yang
pesat, kualitas hidup yang meningkat, pengelolaan limbah rekayasa, kemampuan
masyarakat dalam memelihara aset, tersedianya lahan pengolahan dan
pemantauan, penegakan hukum, serta pengelolaan, biaya operasional dan
konstruksi pada berbagai bidang memengaruhi pengelolaan sampah (Ramadany,

2023).

Pengelolaan sampah memiliki peran penting dalam mewujudkan lingkungan yang
bersih. Pengelolaan sampah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu menghindari
pencemaran udara, air, maupun tanah, tidak menimbulkan bau, tidak mudah
terbakar, dan tidak menimbulkan dampak negatif lainnya pada lingkungan (Hayat
& Zayadi, 2018). Pengelolaan sampah mencakup pengaturan tempat pembuangan,
penyimpanan sementara, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan,
pengolahan, serta pembuangan sampah dengan memperhatikan prinsip kesehatan
masyarakat, ekonomi, rekayasa, konservasi, estetika, sikap masyarakat, dan
pertimbangan menyangkut lingkungan lainnya (Tchobanoglous dalam Ramadany,

2023).
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Berikut adalah tahapan dalam pengolahan sampah (Cunningham, 2013):

a. Pengolahan tahap awal
Tahap awal dalam pengolahan sampah sering disebut 3R atau reduce
(mengurangi), reuse (menggunakan kembali), dan recycle (mendaur ulang).

b. Pengolahan tahap akhir
Tahap akhir pengolahan sampah terdiri dari penimbunan berlapis (sanitary
landfill), pembakaran sampah (incenaration), dan membuang/menimbun

sampah (open dumping).

Pada dasarnya, pengelolaan sampah yang baik adalah tanggung jawab bersama.
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sampah yang baik tidak bisa dilihat pada satu
lapisan saja. Pengelolaan sampah yang baik secara umum meliputi (Addahlawi et

al., 2019);

1. Kredibilitas dari pembuat kebijakan.
Proses implementasi yang efisien, termasuk insentif untuk pasar.
Fokus pada pasar daur ulang.

Partisipasi aktif dari masyarakat.

wok wN

Komitmen berkelanjutan untuk memastikan kualitas tinggi pada semua
operasi fasilitas pengelolaan sampah.

6. Efektivitas penilaian terhadap strategi atau pilihan yang diambil.

2.3. Tinjauan Tentang Konsep Good Environmental Governance

Selama ini, usaha dalam pelestarian lingkungan didominasi oleh kerangka pikir
yang bersifat manajemen sehingga hasil yang diinginkan tidak terwujud.
Landasan manajemen memiliki keterbatasan pada aspek ketergantungan terhadap
pemerintah dan melihat lingkungan sebagai objek dari manajemen (Purniawati et
al., 2020). Konsep Good Environmental Governance menganggap negara dan
masyarakat objek dan subjek dalam upaya melestarikan lingkungan. Negara yang
memiliki kontrol terhadap kekuasaan dan sumber daya dapat mengubah keadaan
alam pada skala besar. Maka, kemampuan negara yang konsisten dalam mengatur

sesuai dengan prinsip ekologis sangat menentukan kelestarian lingkungan hidup.
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Good Environmental Governance dalam hal ini dapat dimaknai sebagai kerangka
pikir untuk pengelolaan lingkungan hidup oleh negara melalui interaksi dengan
rakyat. Pengelolaan lingkungan yang baik menjadi bagian dari kebijakan
pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pelaksanaan pembangunan
yang berkelanjutan didukung dengan penyelenggaraan negara yang berdasarkan
pada penerapan prinsip tata lingkungan hidup yang baik. Berdasarkan hal itu,
maka pengelolaan negara di bidang lingkungan hidup dijalankan berdasarkan
kepada tujuan untuk melindungi sekaligus melestarikan fungsi negara serta

lingkungan hidup.

Good Environmental Governance mencakup prinsip-prinsip tata kelola pada
lingkungan yang baik dan kelestarian sumber daya (Siahaan, 2004). Sementara
menurut Belbase (2010) adalah kegiatan yang penting dalam memanfaatkan
sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan sekaligus melindungi kualitas
lingkungan. Kegiatan tersebut memerlukan adanya transparansi dalam sistem
kelembagaan, kebijakan, program terkait lingkungan, serta partisipasi masyarakat
mulai dari perumusan sampai implementasi kebijakan. Fokus dalam tata kelola
lingkungan yaitu adanya pemahaman serta pengelolaan dalam hubungan timbal
balik di antara ekosistem dan sistem sosial. Hal itu dikarenakan tata kelola
lingkungan berperan sebagai kerangka dari regulasi lewat interaksi dengan
masyarakat dalam konteks pengelolaan lingkungan (Budiati, 2014). Tata kelola
lingkungan yang baik sangat berpengaruh pada era globalisasi seperti sekarang.
Banyak kebijakan yang menerapkan konsep hijau sebagai simbol untuk
kelestarian lingkungan seperti ekonomi hijau (green economy), fiskal hijau (green
fiscal), kepemimpinan hijau (green leadership), dan sebagainya dimana analisis
kebijakan dalam konteks hijau diterapkan pada setiap keputusan atau kebijakan

yang diambil pemerintah tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, bisa dikatakan jika kebijakan
lingkungan yang baik harus berlandaskan pada kebijakan-kebijakan oleh
pemerintah yang memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.
Dengan demikian, Tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada
prinsip tata kelola lingkungan yang baik, di mana lingkungan dikelola sesuai

dengan prinsip keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan itu sendiri. Hal
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itu sejalan dengan konsep dalam Good Environmental Governance yang

mengandung prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang baik. Prinsip-prinsip

tersebut dikembangkan dengan tujuan mewujudkan tata kelola dalam

pemerintahan yang baik atau good governance, tetapi tetap memperhatikan

kelestarian lingkungan. Adapun prinsip-prinsip dalam tata kelola lingkungan yang

baik yaitu sebagai berikut (Belbase, 2010):

1.

Aturan Hukum (7he Rule of Law)

Aturan hukum berfungsi untuk melakukan peraturan. Hukum mempunyai
kekuasaan untuk dapat mengatur berdasarkan undang-undang atau peraturan
yang berlaku. Aturan hukum bertujuan agar baik masyarakat maupun penegak
hukum tidak berlaku sewenang-wenang dan mematuhi hukum yang berlaku.
Partisipasi dan Representasi (Participation and Representation)

Partisipasi berarti ikut serta. Pada konteks ini, partisipasi berarti ikut sertanya
pemerintahan dan masyarakat untuk mencapai tujuan. Pihak yang terlibat
dapat berupa pemerintah, swasta, serta masyarakat.

Akses terhadap Informasi (Access to Information)

Prinsip ini menekankan pada peran pemerintah untuk dapat menyediakan
akses terhadap informasi yang dibutuhkan dengan memastikan masyarakat
dapat menerima informasi yang diberikan oleh pemerintah.

Transparansi dan Akuntabilitas (7Transparency and Accountability)
Transparansi berarti informasi yang tersedia harus nyata dan jelas. Sementara
akuntabilitas berarti informasi yang ada dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks ini, segala informasi maupun kebijakan yang ada jelas, tidak
dibuat-buat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Desentralisasi (Decentralisation)

Desentralisasi adalah prinsip dalam pemerintahan di mana pemerintah daerah
diberikan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri daerahnya, termasuk
dalam hal lingkungan.

Lembaga dan Institusi (Institutions and Agencies)

Lembaga dan institusi memiliki peran dalam rangka pencapaian tujuan.
Adapun instansi yang terlibat yaitu pemerintah pusat, swasta, atau pemerintah

daerah yang saling membantu dalam pelaksanaan tata kelola lingkungan.
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7. Akses terhadap Keadilan (Access to Justice)
Akses terhadap keadilan berarti pemerintah mampu untuk melaksanakan
pemenuhan terhadap akses informasi tentang lingkungan, hak dalam
berpartisipasi pada keputusan yang diambil, serta akses kepada perundang-
undangan, proses, prosedur, dan lembaga yang dibentuk dengan tujuan

menegakkan hak-hak tersebut.

Prinsip-prinsip dalam Good Environmental Governance berperan sebagai kunci
dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Prinsip
transparansi memastikan informasi yang ada terkait pengelolaan sampah seperti
kebijakan dan program yang dilaksanakan memiliki akses untuk masyarakat.
Masyarakat dalam hal ini menjadi penting dalam hal partisipasi, melalui
keterlibatannya di dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan
sampah. Pemahaman, kesadaran, serta tanggung jawab pengelolaan sampah dapat
meningkat dengan adanya partisipasi masyarakat. Adapun akuntabilitas menjadi
tuntutan bagi pemerintah dan lembaga yang berkaitan untuk dapat bertanggung
jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program pengelolaan sampah (Habiya,
2019). Distribusi manfaat serta beban yang adil dalam masyarakat perlu
dipastikan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah tanpa membebani pihak mana
pun. Kemudian, pertimbangan dampak jangka panjang dalam pelaksanaan
pengelolaan sampah terhadap lingkungan diperlukan sebagai acuan dalam rangka
mewujudkan keberlanjutan. Penerapan strategi dalam pengelolaan sampah
diperlukan agar teknis pengelolaan efisien serta berkelanjutan secara sosial dan
ekonomi (Febryanti et al., 2024).

Pembangunan yang dilakukan tanpa merusak lingkungan memerlukan kebijakan
pengelolaan lingkungan hidup yang tepat serta berwawasan lingkungan. Agar
pembangunan tersebut berkelanjutan, dapat diwujudkan dari adanya sistem
pengelolaan sampah yang terpadu. Good Environmental Governance atau tata
kelola lingkungan yang baik penting untuk memahami permasalahan dalam
pengelolaan sampah yang merupakan masalah lingkungan yang kompleks di
perkotaan (Narethong, 2020). Selanjutnya dijelaskan bahwa Good Environmental
Governance yang diterapkan sebagai model untuk pengelolaan sampah di
perkotaan memerlukan dukungan penuh dari masyarakat agar berjalan semestinya
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dan mewujudkan kesehatan lingkungan dan masyarakat. Selain itu, tanggung
jawab dari pihak pemerintah juga ikut memengaruhi penerapan Good

Environmental Governance dalam pengelolaan sampah.

Santos-NOLO & Lee (2021) dalam penelitiannya menjelaskan mengenai praktik dari
Environmental Governance yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada kebijakan
pengelolaan sampah. Unit pemerintah daerah melakukan tata kelola terhadap
organisasi yang menjadi mitranya untuk melakukan pengurangan sampah. Kemudian,
implementasi kebijakan tata kelola daerah mengenai konservasi sumber daya sampah
terlaksana dengan baik. Pemilahan sampah sudah dilakukan, meski kemampuan dalam
memanajemen jadwal penanganan sampah masih buruk akibat kurangnya fasilitas,
peralatan, dan sumber daya manusia. Good Environmental Governance yang
dilakukan oleh unit pemerintah daerah di bidang pendidikan fokus pada penyediaan
anggaran untuk kampanye informasi. Program juga fokus pada gaya hidup untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak sampah, kesehatan
masyarakat melalui program pemeriksaan untuk masyarakat, dan ekonomi melalui
kegiatan yang menghasilkan pendapatan melalui produksi limbah. Unit pemerintah
daerah berfokus pada empat bidang tersebut dengan tujuan menjaga kota tetap
mandiri, terkelola, dan terbebas dari permasalahan sampah. Unit pemerintah daerah
juga menerapkan kebijakan lokal untuk meningkatkan pengelolaan sampah, seperti

mengendalikan produksi limbah.

Penerapan prinsip-prinsip Good Environmental Governance pada pengelolaan
sampah bisa menjadi pedoman efektif untuk mengatasi masalah sampah di
Indonesia jika penerapannya dilakukan dengan baik. Good Environmental
Governance dapat menjadi kerangka kerja untuk memastikan kebijakan
pengelolaan sampah dan praktiknya memperhatikan keberlanjutan lingkungan
sekaligus kesejahteraan masyarakat. Bank sampah serta penegakan hukum dalam
pengelolaan sampah merupakan salah satu wujud penerapan prinsip yang ada
dalam Good Environmental Governance oleh pemerintah dan pemerintah daerah,
yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya

lingkungan hidup yang bersih dan sehat (Asiyah, 2019).
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2.4. Kerangka Pikir

Meningkatnya jumlah timbulan sampah menjadi salah satu permasalahan di
Indonesia yang membutuhkan penanganan serius melalui pengelolaan sampah.
Akan tetapi, kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Indonesia
belum berjalan optimal. Terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya
seperti pertumbuhan populasi, kesadaran yang dimiliki masyarakat, regulasi dan
infrastruktur pengelolaan sampah di Indonesia yang masih lemah. Penerapan
prinsip yang terkandung di dalam Good Environmental Governance pada
kebijakan pengelolaan sampah merupakan salah satu upaya dalam

mengoptimalkan pengelolaan sampah.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memetakan dan menganalisis
pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia serta faktor-faktor yang
memengaruhinya, yang akan dianalisis dengan melihat penerapan dari prinsip-
prinsip Good Environmental Governance pada kebijakan pengelolaan sampah

tersebut. Berikut kerangka pikir dalam penelitian ini:
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Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir
(Sumber: diolah oleh peneliti, 2024)



III. METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode
scoping review. Metode scoping review adalah tinjauan yang sistematis dengan
menafsirkan temuan berdasarkan bukti untuk melakukan pemetaan konsep yang
menjadi dasar area penelitian serta sumber dan jenis bukti yang ada (Stenberg et
al., 2018). Metode ini dilakukan agar didapat gambaran yang luas dan deskriptif
tentang suatu topik dalam penelitian, kemudian dilakukan pengelompokan dan
disimpulkan. Metode scoping review digunakan dalam rangka identifikasi area
topik penelitian sebagai tinjauan sistematis pada masa yang akan datang.
Pemilihan metode tersebut sebagai desain pada penelitian ini dikarenakan tema
dalam penelitian yang diangkat cukup luas serta sumber referensi yang digunakan

berasal dari berbagai artikel jurnal dengan tema yang sejenis dan relevan.

3.2. Kriteria Kelayakan (Eligibility Criteria)

Artikel yang digunakan pada penelitian ini memiliki kriteria dengan tujuan untuk
melakukan pemetaan terhadap konsep kunci yang menjadi dasar penelitian, yaitu
sumber utama dan jenis bukti yang ada, serta untuk mengidentifikasi persoalan
yang berkaitan dengan konsep. Adapun kriteria kelayakan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Semua penelitian pada lingkup implementasi atau penerapan prinsip Good
Environmental Governance pada kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia

dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif.
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Informasi singkat mengenai implementasi atau penerapan prinsip Good
Environmental Governance pada kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia
serta faktor yang memengaruhi.

Pedoman untuk menginformasikan penelitian terkait prinsip Good
Environmental Governance dan kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia
yang melingkupi latar belakang permasalahan, metode, serta hasil penelitian.
Studi yang menilai potensi adanya sumber bias dan kualitas pada penelitian
mengenai prinsip Good Environmental Governance pada kebijakan

pengelolaan sampah di Indonesia.

Adapun tahapan dalam melakukan scoping review menurut Arksey & O’Malley

(Stenberg et al., 2018), yaitu sebagai berikut:

1.

Identifikasi pertanyaan penelitian (Identification Research Question)

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi pertanyaan penelitian untuk menjadi
acuan dalam mencari literatur. Identifikasi pertanyaan penelitian didasarkan
pada latar belakang permasalahan yang ada, yaitu masalah sampah dan
pengelolaannya di Indonesia dilihat menggunakan prinsip-prinsip dalam
Good Environmental Governance. Pertanyaan kemudian dituangkan pada
rumusan masalah penelitian, yaitu “Bagaimana penerapan prinsip Good
Environmental Governance pada kebijakan pengelolaan sampah di
Indonesia?” dan “Apa faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan
dalam penerapan prinsip-prinsip Good Environmental Governance pada
kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia?”

Identifikasi sumber literatur yang relevan atau sejenis

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari literatur atau
hasil dari penelitian terdahulu. Identifikasi sumber literatur yang relevan
memakai Framework Population, Intervention, Comparation, Outcome, dan
Study design atau PICO(S) untuk memecahkan serta mengelola fokus dari
review, yaitu Good Environmental Governance pada kebijakan pengelolaan
sampah di Indonesia. Pencarian literatur menggunakan database berupa
Google Scholar dan Scopus melalui aplikasi Harzing Publish or Perish (PoP)

untuk mempermudah akses terhadap referensi dari beragam database karya



28

ilmiah seperti Google Scholar, Web Science, Scopus, Microsoft Academic,
Crossref, atau PubMed.

Seleksi sumber literatur

Pada tahap ini dilakukan seleksi pada literatur yang telah didapatkan dari
sumber data Google Scholar dan Scopus menggunakan aplikasi PoP. Sumber
literatur yang telah diperoleh kemudian dilakukan seleksi sesuai dengan
kriteria inklusi dan eksklusi yang telah disusun. Kriteria inklusi adalah ciri
dari sumber literatur yang akan menjadi rujukan untuk review, sementara
kriteria eksklusi adalah kebalikan dari kriteria inklusi di mana tidak
memenuhi ciri-ciri sumber literatur yang diperlukan. Pada penelitian ini,
kriteria eksklusi berupa literatur selain penerapan prinsip-prinsip Good
Environmental Governance pada kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia.
Literatur yang di-review adalah literatur yang diterbitkan pada rentang waktu
2019-2023, berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris, menggunakan
pendekatan penelitian kualitatif, tersedia dalam bentuk full fext, dan sesuai
dengan pertanyaan penelitian.

Literatur yang telah diseleksi sesuai kriteria inklusi dan eksklusi selanjutnya
akan disajikan pada PRISMA Flowchart untuk melaporkan seleksi literatur
dan menggambarkan secara detail serta transparan proses dari identifikasi
literatur. PRISMA Flowchart akan mencantumkan detail jumlah literatur
yang teridentifikasi hasil pencarian, proses dalam penyaringan literatur,
jumlah penelitian yang sesuai kriteria kelayakan penelitian, dan jumlah
penelitian yang digunakan dalam penelitian.

Ekstraksi data

Ekstrasi data berupa bagan berisi data ringkasan dari karakteristik studi yang
didapat dan analisis tematik yang disusun dan didapatkan setelah melakukan
seleksi sumber literatur. Proses ekstraksi data dapat disebut sebagai charting
data maupun mapping/scoping. Proses ini memberikan pembaca ringkasan
hasil yang logis dan deskriptif yang selaras dengan tujuan dan pertanyaan
penelitian. Beberapa informasi utama yang dapat dipilih oleh pengulas untuk

dipetakan adalah penulis, tahun publikasi, asal/negara asal, tujuan, populasi



29

dan ukuran sampel dalam sumber bukti, metodologi/metode, jenis intervensi
atau pembanding serta hasil.

5. Menyusun, merangkum, serta melaporkan hasil analisis literatur
Sintesis dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu analisis isi berdasarkan
pertanyaan atau tujuan penelitian. Sintesis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu
menyusun literatur yang relevan mengenai penerapan Good Environmental
Governance pada kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia, meringkas
literatur dalam bentuk tabel, kemudian melakukan pelaporan hasil dari
analisis literatur tersebut.

6. Konsultasi dengan pihak yang kompeten
Konsultasi adalah tahap opsional dalam scoping review. Konsultasi dilakukan
saat hasil awal telah disusun dalam bentuk tabel dan bagan. Pada tahap ini,
konsultasi dilakukan dengan pihak yang kompeten di bidang pengelolaan
sampah untuk memberikan saran maupun masukan untuk literatur yang
dipilih, proses saat melakukan pencarian, dan penyelesaian dalam
penyusunan scoping review. Pihak yang terlibat yaitu Ketua TPST (Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu) Universitas Lampung beserta dosen

pembimbing peneliti.

3.3. Identifikasi Sumber Literatur yang Relevan atau Sejenis

3.3.1. Sumber Literature

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang berasal dari
hasil penelitian terdahulu. Sumber dari data sekunder tersebut yaitu artikel ilmiah
bereputasi nasional dan internasional berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris
yang memiliki tema penerapan dari prinsip-prinsip dalam Good Environmental
Governance pada kebijakan pengelolaan sampah. Pencarian literatur dilakukan
melalui aplikasi Harzing Publish or Perish (PoP) dengan fokus pencarian pada
database Google Scholar dan Scopus.

PoP adalah sebuah software atau aplikasi yang mengambil dan menganalisis
sebuah kutipan akademik berbentuk sumber data yang mentah, kemudian

dianalisis dan disajikan dalam bentuk matriks kutipan, yang di dalamnya
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melingkupi jumlah halaman, total kutipan, serta indeks-h (Harzing, 2016).
Melalui PoP, berbagai referensi yang berasal dari big data karya ilmiah yang
beragam seperti Google Scholar, Scopus, Web Science, Microsoft Academic,

Crossref, PubMed, dapat diakses. Berikut tampilan antarmuka pada aplikasi atau
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Gambar 3. Tampilan Antarmuka Aplikasi Harzing Publish or Perish
(Sumber: Harzing Publish or Perish, 2024)

3.3.2. Strategi Pencarian Literatur

Framework PICO(S) (Population, Intervention, Comparation, Qutcome, dan
Study design) digunakan di penelitian ini untuk memecah dan mengelola fokus
dari review. PICOS(S) digunakan untuk membantu melakukan identifikasi konsep
yang menjadi kunci pada fokus review, mengembangkan kata yang sesuai untuk
pencarian, serta menentukan kriteria inklusi maupun eksklusi. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif sebagai fokus utama dalam proses pencarian.

Adapun komponen PICO(S) yaitu sebagai berikut (Roever, 2018):

a. Population and problem, yakni populasi dan masalah yang akan dilakukan

analisis. Populasi merujuk kepada objek yang merupakan fokus dari
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penelitian. Pada penelitian ini, population dan problem yaitu kebijakan
pengelolaan sampah di Indonesia sebagai fokus dari penelitian.

b. Intervention, yaitu tindakan atau perlakuan yang dilakukan terhadap populasi
ataupun masalah. Pada penelitian ini, yang menjadi intervention berupa
penerapan prinsip Good Environmental Governance pada kebijakan
pengelolaan sampah sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan
sampah di Indonesia.

c. Comparation, yaitu pembanding. Comparation mengacu pada kelompok atau
kondisi yang menjadi pembanding dengan intervensi. Pada penelitian ini,
pembanding berupa pengelolaan sampah setelah dilakukan penerapan prinsip
dalam Good Environmental Governance terhadap pelaksanaan kebijakan
pengelolaan sampah.

d. Outcome, yaitu hasil yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan.
Outcome meliputi parameter atau variabel yang diukur untuk melakukan
evaluasi terkait efektivitas dari intervensi. Pada penelitian ini, outcome berupa
pemetaan dan analisis dari penerapan prinsip dalam Good Environmental
Governance pada kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia serta faktor
yang memengaruhi.

e. Study design, yaitu desain penelitian pada review. Desain penelitian yang
digunakan adalah semua artikel atau literatur yang berkaitan dengan Good
Environmental Governance dan kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia

yang menggunakan metode atau pendekatan penelitian kualitatif.
Berikut Framework PICO(S) pada penelitian ini.

Tabel 1. Framework PICO(S)

Population and Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia

Problem

Intervention Prinsip-prinsip Good Environmental Governance

Comparation Pengelolaan Sampah

Outcome or Penerapan prinsip-prinsip Good Environmental Governance dan
Themes faktor yang memengaruhi

Study Design Semua artikel dan paper yang berkaitan dengan Good

Environmental Governance dan Kebijakan Pengelolaan Sampah
di Indonesia
(Sumber: diolah oleh peneliti, 2024)
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3.4. Seleksi Literatur

Pemilihan literatur didapat melalui aplikasi Harzing Publish or Perish dari
database Google Scholar dan Scopus. Pada pencarian di database Google
Scholar, kata kunci yang digunakan adalah “Implementasi OR Penerapan AND
Prinsip AND Good Environmental Governance AND Kebijakan AND
Pengelolaan Sampah AND Indonesia”. Sementara pada pencarian di database
Scopus, kata kunci yang digunakan adalah “waste management, Indonesia”.
Perbedaan pada kata kunci yang digunakan untuk menyesuaikan format
penggunaan kata kunci pada masing-masing database sehingga mendapatkan
hasil pencarian yang maksimal. Kemudian, rentang waktu yang diterapkan yaitu
tahun 2019-2023 dengan batas maksimum penelusuran literatur sebanyak 1.000

paper pada database Google Scholar dan 200 paper pada database Scopus.
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Gambar 4. Proses Pencarian Literatur Pada Aplikasi Publish or Perish (PoP)
(Sumber: Harzing Publish or Perish, 2024)

Gambar 4 menunjukkan proses pencarian literatur yang dilakukan berdasarkan
kata kunci, rentang tahun, sumber literatur (database), serta batas maksimum
penelusuran literatur yang telah ditentukan. Hasil penelusuran akan menampilkan
daftar sejumlah literatur sesuai dengan kata kunci untuk kemudian dilakukan

penyaringan atau skrining.
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Artikel penelitian yang sesuai berdasarkan kata kunci selanjutnya diskrining,
dicermati abstraknya, kemudian dibaca secara keseluruhan atau full text. Literatur
dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Artikel yang memenuhi kriteria
inklusi akan di-review lebih lanjut. Kriteria inklusi merupakan faktor-faktor yang
menentukan kelayakan artikel untuk dimasukkan ke dalam studi literatur atau
review. Sebaliknya, kriteria eksklusi adalah faktor-faktor yang digunakan untuk

mengecualikan artikel dari proses review.

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria Inklusi Eksklusi
Population and Kebijakan pengelolaan Kebijakan selain pengelolaan
Problem sampah di Indonesia sampah di Indonesia

. Prinsip Good Environmental  Selain prinsip Good
Intervention .
Governance Environmental Governance
Comparation Pengelolaan sampah Selain pengelolaan sampah

.. Penerapan prinsip Good
Penerapan prinsip Good “rapan prinsip
. Environmental Governance
Environmental Governance

Outcome and ada kebiiakan peneclolaan selain pada kebijakan
Themes p : pens pengelolaan sampah di

sampah di Indonesia serta Indonesia serta faktor yang
faktor yang memengaruhi .
memengaruhinya

Artikel dan paper orisinal,

penelitian dengan pendekatan
Study Design and  kualitatif, deskriptif,
Publication Type hukum/normatif, serta artikel

yang terkait dengan topik

Book chapters, penelitian
kuantitatif dan desain
penelitian lainnya, serta artikel
yang tidak terkait dengan topik

o penelitian
penelitian
Publication years Post. 2019-2023 Pre. 2019-2023
Language Bahasa Indonesia dan bahasa Bahasa lainnya selain bahasa
Inggris Indonesia dan bahasa Inggris

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2024)

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systemic Review and Meta-Analyses)
adalah panduan atau pedoman yang digunakan untuk membantu peneliti
melaporkan proses dan hasil dari tinjauan sistematis (systematic review) dan meta-
analisis secara transparan dan lengkap. PRISMA Flowchart berguna untuk
melaporkan seleksi literatur, dan menggambarkan secara detail serta transparan
proses 1identifikasi literatur (Stenberg et al., 2018). Pencarian literatur
menggunakan kata kunci (keywords) yang telah ditetapkan kemudian diseleksi
dengan PRISMA Flowchart untuk kemudian dilakukan ekstrasi data. PRISMA
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Flowchart menyajikan rincian jumlah literatur yang teridentifikasi dari hasil
pencarian, proses penyaringan artikel, jumlah penelitian yang memenuhi kriteria
kelayakan, serta jumlah penelitian yang digunakan dalam tinjauan. Proses ini

bertujuan untuk menghasilkan data yang berkualitas dan siap dilakukan review.

3.5. Proses Pengumpulan Data

Proses yang dilakukan dalam pengumpulan data bersifat sistematis untuk
menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian. Data yang terdapat pada
penelitian ini menggunakan data sekunder dari hasil penelitian terdahulu
mengenai penerapan prinsip Good Environmental Governance dan kebijakan
pengelolaan sampah yang diperoleh dari penelusuran artikel ilmiah nasional
secara online. Peneliti secara independen melakukan skrining dan penyaringan

terhadap abstrak dan teks lengkap dari artikel dalam proses pengumpulan data.

Studi atau artikel ilmiah yang sesuai dengan kriteria inklusi akan dievaluasi secara
kritis menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitas studi dinilai menggunakan
Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross-Sectional Studies dan Critical
Appraisal Checklist for Qualitative Research. Metodologi dianggap berkualitas
sedang jika memenuhi 6-8 kriteria dan berkualitas tinggi jika memenuhi 9-10

kriteria dalam daftar periksa critical appraisal (Stenberg et al., 2018).

3.6. Sintesis

Sintesis yaitu tahap melakukan pengelompokan data-data dari artikel penelitian
yang sesuai kriteria inklusi untuk kemudian menjawab rumusan masalah dari
penelitian. Sintesis dilakukan melalui tiga tahap yaitu menyusun, meringkas, dan
melaporkan hasil. Sintesis yang dilakukan berupa analisis kualitatif, yaitu analisis
isi berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan
dengan mengikuti prinsip-prinsip analisis tematik. Metode ini digunakan untuk
mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola yang muncul dalam

data berdasarkan pendekatan kualitatif. (Sitasari, 2022).



35

Analisis ini digunakan untuk dapat menyoroti perbedaan dan persamaan pada
sekumpulan data. Temuan disajikan menggunakan tabel ringkasan yang berisi
poin-poin penting. Ringkasan tersebut mencakup nama peneliti, tahun, tujuan
penelitian, desain penelitian, pengumpulan data, ringkasan dari hasil penelitian,
dan kesimpulan. Ringkasan dari artikel penelitian kemudian dimasukkan dalam

tabel dengan urutan sesuai tahun artikel diterbitkan.

3.7. Konsultasi

Tahap konsultasi merupakan tahap yang bersifat opsional dalam metode scoping
review (Stenberg et al., 2018). Konsultasi ini dilakukan saat hasil awal telah
disusun ke dalam bentuk tabel dan bagan. Pihak yang terlibat yaitu Ketua TPST
(Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Universitas Lampung dan dosen
pembimbing peneliti dengan tujuan memberikan gambaran umum dari hasil awal

dan meningkatkan validitas hasil studi.



V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan hasil review, maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Penerapan  prinsip-prinsip Good  Environmental — Governance pada
pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah baik secara nasional maupun
daerah masih mengalami sejumlah tantangan. Pada prinsip aturan hukum,
regulasi yang ada belum cukup untuk menangani jenis sampah tertentu seperti
sampah plastik dan sisa makanan. Penegakan sanksi yang tegas juga masih
kurang terlaksana dengan baik di beberapa daerah ditambah kurangnya
kesadaran masyarakat menyebabkan pelanggaran terus-menerus terjadi. Pada
prinsip partisipasi dan representasi, pemerintah mendorong partisipasi publik
melalui berbagai upaya seperti bank sampah, namun masyarakat lebih
mengutamakan manfaat ekonomi sehingga partisipasi menjadi kurang.
Partisipasi menjadi penting untuk melakukan pengelolaan sampah yang
dimulai dari bawah, terutama dalam pelaksanaan konsep berkelanjutan seperti

3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Kemudian, pemerintah didorong untuk menyediakan informasi mengenai
kebijakan pengelolaan sampah dan laporan kinerja secara mudah untuk
membangun kepercayaan publik dan dalam rangka mencapai transparansi dan
akuntabilitas. Namun, masih ada tantangan seperti kesulitan dalam
mengakses laporan daring dan tidak konsistennya ketersediaan informasi.
Pada prinsip desentralisasi, di beberapa daerah masih ditemukan belum
memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan sampah di
daerah tersebut sehingga pengelolaan sampah belum efektif dilakukan.

Prinsip lainnya seperti lembaga dan institusi telah berjalan baik di mana
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terdapat kolaborasi antar stakeholder dalam melakukan pengelolaan sampabh.
Kemudian, prinsip akses terhadap keadilan belum sepenuhnya optimal
dikarenakan masih terdapat keluhan dari masyarakat mengenai masalah

sampabh.

Adapun faktor yang memengaruhi dan menjadi penghambat penerapan
prinsip-prinsip Good Environmental Governance diantaranya yaitu regulasi
yang masih belum berjalan dengan maksimal di mana masih terdapat
pelanggaran dan penerapan sanksi yang tidak tegas, kurangnya kesadaran
masyarakat baik dalam menaati peraturan yang ada maupun dalam mengelola
sampah, sarana/prasarana dalam pengelolaan sampah yang kurang memadai
akibat kurangnya anggaran, serta sumber daya manusia seperti petugas
kebersihan yang masih sedikit, sementara volume sampah cukup banyak.
Sementara faktor yang mendukung keberhasilan penerapan prinsip Good
Environmental Governance pada kebijakan pengelolaan sampah yaitu peran
serta pekerja sosial dalam meningkatkan modal sosial dalam pengelolaan

sampah dan kompetensi SDM yang baik.

Meskipun terdapat Good Enviornmental Governance sebagai acuan dalam
pengelolaan sampah yang berkelanjutan, masih terdapat tantangan yang
signifikan seperti ketentuan hukum yang belum memadai untuk jenis sampah
tertentu seperti plastik dan sisa makanan, rendahnya tingkat partisipasi
masyarakat, serta hambatan dalam mengakses informasi persampahan. Untuk
meningkatkan hasil pengelolaan sampah, penting untuk memperkuat
kerangka regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah, menegakkan sanksi
secara tegas dan efektif, serta mendorong keterlibatan masyarakat melalui
pendidikan. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang ada penting
dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan sehingga pengelolaan
sampah menjadi efektif. Seperti misalnya kebijakan mengenai pengelolaan
sampah melalui Bank Sampah. Monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan
perlu dilakukan guna memastikan kebijakan yang telah diterapkan benar-
benar memiliki dampak. Dengan demikian, Indonesia dapat bergerak menuju
sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan dan sejalan

dengan prinsip-prinsip Good Enviromental Governance.
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5.2.Saran

Saran yang dapat diberikan terkait hasil dan temuan review, yaitu sebagai berikut:

1. Saran untuk pemerintah

a. Penguatan peraturan perlu dilakukan melalui penegakan sanksi yang lebih
efektif bagi pelanggar aturan dalam pengelolaan sampah. Selain itu, untuk
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sosialisasi kepada
masyarakat mengenai regulasi dalam pengelolaan sampah harus dilakukan
secara konsisten dan menyeluruh pada setiap lapisan masyarakat.

b. Program yang bersifat insentif dibutuhkan sehingga masyarakat lebih
tertarik untuk ikut berpartisipasi. Bank sampah dapat dilakukan dengan
memberikan reward yang menarik kepada masyarakat yang berpartisipasi.
Selain program insentif, peningkatan partisipasi masyarakat dapat
dilakukan melalui edukasi mengenai lingkungan dalam kurikulum
sekolah. Sementara di luar kurikulum sekolah, dapat dilakukan kampanye
pengelolaan sampah melalui media sosial seperti konten edukatif
interaktif yang disebarkan melalui Instagram, TikTok, atau Youtube agar
menjangkau masyarakat yang lebih luas.

c. Dalam rangka mengoptimalkan transparansi serta akses terhadap
informasi, pemerintah lokal dapat menerapkan penggunaan aplikasi
digital dengan sistem yang terintegrasi di mana semua informasi
mengenai pengelolaan sampah tersedia untuk memastikan masyarakat
dapat mengakses informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah
secara transparan dan real-time.

d. Pemerintah dapat mengoptimalkan pelibatan sektor swasta melalui skema
Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mengatasi permasalahan
anggaran sehingga dapat mendukung sarana pengelolaan sampah yang
memadai ataupun membangun fasilitas daur ulang sampah.

e. Pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam
pengelolaan sampah sebagai upaya mengatasi kekurangan sumber daya
manusia di samping melibatkan masyarakat dan pihak swasta dalam

melakukan pengelolaan sampah.



98

2. Saran untuk peneliti berikutnya

a. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai penerapan
prinsip Good Environmental Governance pada pengelolaan sampah di
Indonesia dengan memfokuskan pada studi kasus di daerah yang memiliki
keberhasilan tinggi dalam penerapannya, sehingga dapat menjadi acuan
bagi daerah lain dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan sampah
melalui penerapan prinsip Good Environmental Governance dengan
menyoroti faktor yang menjadi pendukung dan meminimalisir faktor yang
menjadi penghambat.

b. Peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai penerapan prinsip Good
Environmental Governance pada kebijakan pengelolaan sampah di
Indonesia dengan menggunakan metode yang berbeda, yaitu kuantitatif
untuk mengukur dampak konkret dari penerapan kebijakan pengelolaan
sampah. Sehingga dapat memberikan perspektif yang baru dan
memperkaya literatur di bidang pengelolaan sampah dan tata kelola

lingkungan.
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